PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL

BANGLI — 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

BANGLI
DAN

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

1. IKK OUTCOME : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
a. IKK Outcome : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan

berdasarkan perjanjian kerja sama

NO

IKK OUTCOME NILAI KETERANGAN

1| Jumiah PD memaniaathan data kependudukan berdasarkan pepanian 13 100% Data

yang telah kerjasama X 100% 28 terlampir

mema nfa atka n Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

data =46,42%

kependudukan

berdasarkan

perjanjian

kerja sama
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Lampiran IKK Outcome : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
1. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan
perjanjian kerja sama
PD yang sudah Jumlah PD Jumlah Persentase Persentase PD
PKS yang Perangkat PD yang yang sudah
dengan memanfaatkan Daerah di sudah PKS sudah

Disdukcapil Data Lingk. Pemkab dengan memanfaatkan

Kependudukan Bangli Disdukcapil data

berdasarkan
PKS

13 13 28 46,42% 100%

2. Daftar PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian
kerja sama (PKS)

No OPD No. PKS KET
1 | Inspektorat Kabupaten Bangli 470/30/DUKCAPIL/2019
2 | Dinas Perhubungan Kabupaten 470/30/DUKCAPIL/2019

Bangli

3 | Badan Kesehatan Bangsa dan 470/30/DUKCAPIL/2019

Politik Kabupaten

Bangli

4 | Sekretaris Daerah Perwakilan 470/30/DUKCAPIL/2019
Rakyat Daerah Bangli

S | Badan Lingkungan Hidup 470/231/DUKCAPIL/2019

Kabupaten Bangli
6 | Dinas pendidikan Pemuda dan 470/22/DUKCAPIL/2019
olah Raga Kabupaten Bangli
7 | Dinas Pemberdayaan 470/24/DUKCAPIL/2019
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bangli

8 | Satuan Polisi Pamong Praja dan | 470/30/DUKCAPIL/2019
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Bangli

9 | Badan Penanggulangan Bencana | 470/32/DUKCAPIL/2019
Daerah
Kabupaten Bangli
10 | Dinas Pekerjan Umum Penataan | 470/34/DUKCAPIL/2019
Ruang

Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Bangli
11 | Dinas Sosial Pemerdavaan 470/285/DUKCAPIL/2019
Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten
Bangli

12 | Dinas Komunikasi, Informatika 470/288/DUKCAPIL/2023
dan Persandian Kabupaten
Bangli

13 | Dinas Sosial, Pemberdayaan 470/308/DUKCAPIL/2023
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bangli

Sumber : Data agregat kependudukan semester II tahun 2023
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3. Nama-nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangli tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
SEEKRETARIAT DAERAH

Jdalan Bngen Npamh Be Mo 30 Telepon,/ Faocmile - 0065 91002 HANGL] - B4

Nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Eabupaten Bangli
Tahun 2023

Zekretariat Daerah

Zekretariat DPRD

Inspelctorat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kesehatan

Dinms Koperasi, Usaha Mikro Eeril dan Memengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

T. Dinas Lingkungan Hidup

ok Sk

8. Dinas Pekerjaan Umum, Penatann Ruang, Perumahan dan Eawasan
Permukiman

9, Dinas Pemberdayann Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

1. Dinas Perhubungan

11. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertkanan

12, Dinas Pendidikan Pemuda dan Glah Raga

13. Dinas Pariwisata dan Kebwdayaan

14. Dinas Sosial, Pemberdayasn Perempaan dan Perfindumgan Anak
15, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

17. Dinas Perndustrian dan Perdagangan

18  Satwan Polisi Pamong Praja

1%,  Badan Kewangan Pendapatan dan Aset Daerah

20, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

¥, Badan Kesatuan Bangsa dan Politile

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Eebakaran
24. Badan Riset dan [novasi Dasrah

25. HKantor Camat Bangh

.  Kantor Camat Kintamani

27. Hantor Camat Susut

28 Hantor Camat Tembulku

Bangli, 31 Januari 2024

NIP. 197210&51992012001
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4. Lampiran PKS dengan OPD yang memanfaatkan Data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli
Telp./Fax : (0366) 91620

Website : hitp://dukcapil. banglikab.go.id

Email : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
DENGAN .
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukcapil /2019
NOMOR : 700/484.a/Itkab/2019

TENTANG

" N
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNA!
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini !

1. DRS.INYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,
berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA,

2. DRS.KETUT RIANG, MM . Inspektur Kabupaten Bangli dalam hal
: ini bertindak untuk dan atas nama

Inspektorat Kabupaten Bangli,
berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 41 Bangli, selanjutnya discbut
PIHAK KEDUA; 4



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

I. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XKabupaten Bangli dalam bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada
Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfoatan
Nomor Induk Kependudukan (NIK|, Data Kependudukan dan KTP Elektronik
kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Dacrah Kabupaten Bangli di
Bangll; dan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Dacrah Kabupaten
Bangli yang menangani urusan Pengawasan dan Penilalan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan scbagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Tingkat [T dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655),;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
schagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20185 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun



g Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 20 06 - enta
ninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomg

Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &1 Tahun 2015 tentang

persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta
Pemanfaatan Nomor Induk Kependududkan (NIK], Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomeor 1228);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran dacrah Kabupaten Bangli Nomor 9);

10. Keputusan Bupati Bangli Nomor 470.05/11/2019 tentang Izin Pemanfaatan

~ Berdasarkan hal-hal scbagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIH/

data dan Akses Database Kependudukan Kepada Oragnisas: Perangkat
Daerah.




PERTAMA melalui pengelola hak akses,

BAB IV
HAK PARA PIHAK
Pasal 5

(3 PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
‘a. mengawasi pelaksanaan kewajiban
data-data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipergun
b. melaporkan hasil pengendalian, pen
setiap 6 ([enam) bulan sekali.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
a. mendapatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai yang

sudah sesuai kevalidannya; dan

b. mendapatkan hak akses schagai pengguna setelah menandatangani

perjanjian kerjasama.
BABV

JANGKA WAKTU
Pasal 6

ak ditandatangani aleh PARA PIHAK

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas

persetujuan PARA PIHAK.
BAB V1
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

i hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan
memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

atas persetujuan PARA PIHAK,

{1

(2) Keadaan memaksa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) .d@
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ydak dapat dilanjubkanits
ini dan apabila terjadi hal-hal dit



BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama
telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama scbelum
jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal @

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
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. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
/ Alamat : Jalan Merdeka No. B9, Bangli
Telp./Fax ; (0366) 91620
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGLI

1 47 0/Duk
NOMOR ;: 551/065/DISHUB/2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. | NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,
berkedudukan «di Jalan Merdeka
Nomor 89 Bangli, sclanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA,

2. GEDE ARTHA, SH. M.Pd.H ¢ Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangli dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangli, berkedudukan di =
Jalan Merdeka Nomor 71 Bangll
selanjutnya disebut PIHAK KED \




3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagni berikut

1.

bahwa PIHAX PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Bangli dalam bideng
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawnb kepada
Bupati Bangli dan yang berwenung dan berkewajiban melayani pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan (N1K), Data Kependudukan dan KTP Elcktronik
kepada Jembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli <ii
Bangli; dan

pahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Dacrah Kabupaten
Rangli yang menangani urusan Perhubungan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan scbagud
berkut :

| 5

4.

Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1958 lentang Pembentukan Dacrahe
Dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah Deerah-Dacrah Tingkat 1 Bali, Nuss
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negar Reputilik

Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negaro Republik Indonesin Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A4A674)
‘sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Namor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S475)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 8887) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2C14
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S679);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksunsan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

udukan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun



BAB V1l
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama
telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama scbelum
jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIl
PENUTUP
Pasal 9

ni dibuat dalam rangkap 2 (dual, masing-
yai kekuatan hukum yang sama

Demikian Perjanjian Kerjasama i
masing dibubuhi materai cukup dan mempun

setelah ditandatangani PARA PIHAK.

’ 1 001
{MA MUDA (1V/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

Alamat : Jalan Merdeka No, 89, Bangli
Telp. /Fax : (0366} 91620
Website : hitp.// dukeapil banglikab.go.id
Ematl ; banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Duksagil /2013
NOMOR : B00,06/735/BKBP/2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN D1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah i -

1. DRS.! NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangh

dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Sangli,
berkedudukan di  Jalan Merdeka
Nomor B9 Bangli, selanjuinya disebut
PIHAK PERTAMA;

Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bangli dalam
hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pit. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banghi,
berkedudukan di Jalan Brigjen

Ngurah Rai Nomo¥ 30 Bangl
selanjutnya disebut PIHAX KEDUA;

2. DRS. [ NENGAH SUKARTA, M.5::




1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksans Pemerintah Dl‘un"
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangll dalam bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada
Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan
Nomor Induk Kependudulkan (NIK}, Data Kependudukan dan KTP Elektronik
bep.dndl:unnb.a pengguna, yaitu Perangkat Dacrah Kabupaten Bangli di

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Dacrah Kabupaten
Bangli yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

:::;:;ﬂ mempsrhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
kS

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daecrah Tingkat Il dalam Wilayah Dacrab-Dacrah Tingkat | Bali, Nusa
Barat dan Nusa Tenpgara Timur (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomor 4674)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 wahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S5679);

WNM&?MunQOOTuan‘
2006 tentang AGEHEESEEEL
donesia Tahun 2007 Nomor

\J
s« v DA

4. Peraturan Pemerintah N
Undang-Undang Nomor 23 Tahun




BAB VI T
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah selesai atau PARA PIHAK scpakat untuk mengakhiri kerjasama

jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB Vil
PENUTUP
Pasal 9

ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-

Demikian Perjanjlan Kerjasama
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

masing dibubuhi materai cukup
setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PERTAMA,

<J MAN SUMANTRA, M-AS
TP 10610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/¢)




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
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BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

b —

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli

Telp./Fax : (0366) 91620

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLUI
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukgapil/2019
NOMOR ! l75,/536lSclwan/2019

TENTANG

WEPEN AN D/ ] N NYUSUNAN
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGEA PE
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGL

Pada hari ini Sclasa tanggal Tiga pulub satu pulan Juli 1ahun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah i

Kepala  Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bangh
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangh,
herkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA,

1. DRS. 1 NYOMAN SUMANTRA, M. An

NG GDE PANJI '
* :":;::'AA:I?YA%A SH ; Sekretanis Dewan Pcrwalu_un Rakyat
‘ Daerah Kabupaten Bangli dalam hal

inl bertindak untuk dan atas
Sekretariat Dewan

4




I. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas

Kependudukan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada
mwmymmnqwmmmmmmm
Nomor Induk Kependudukan [NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik
kepada lembaga pengguna, ysitu Perangkat Dacrah Kabupaten Bangh di
Bangli; dan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Bangli

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrab-
Daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tengpars Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Awmas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daecrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor noa‘mm

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang




BAB VIl
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

~ Pegjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama
~ telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhini kerjasama sebelum
jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB Vil
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing:
masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK.

o L. N 4N
NIP. 16610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c]

~ PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c}



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

PEMERINTAH KARUPATEN BANGLY
DINASKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIMN
Aleraar - Jalan Mendeha N 39 Bangli

Telys Fan (U 5pp) 25iNe
das shikeam] bamgeinab go

Pl @ bawgeds 2 g iab, poid

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDURAN DAN CATATAN SIFIL KABUPATEN BANGLI
DENGAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
RASUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/231 /Dukcapsl /2016

NOMOR : 074/755/BLH/ 2016
TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PENYUSUNAN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)|

Pada harl ini senin wanggal enam belas bulan mel whun dua ribu cnam belas yang

bertanda tangan dibawah im

Drs. 1 Nyoman Sumantra, MAg

i 2lamal : Jin. Merdeka Nomor 89 Bangh :
Jabatan . Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil
) Kabupaten Bangh, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli, yang sclanjutnya  discbut  pihak
PERTAMA:
2. Nama Ir. | Made Alit Pam;z:n,x:,. M !I-’n
lama Jin. Sriwijaya No, 2.3 Banglh '
jnbnu:n - K‘cr;ml:‘lgaiiun Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli,

! g Badan

lam hal ini bertindak untuk d.m_uma nama :

clil:‘ng:‘unmn Hidup Kabupaten Bangli, yang sclanjutnya
disebat pthak REDUA,



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang sclanjutnya secara bersama-sami
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerngkan sebagai berikut :

bahwa PIHAK PERTAMA adaloh unsur pelaksana Pemerintah  Dinas
Kependudukan dan Catatan  Sipil Kabupaten Bangli dolam bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jowab kepada Bupati
Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfantan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elcktronik kepada
lembaga pengguna, yaitu Perangkat Dacrah Kabupaten Bangli di Bangli; dan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangh

Dengan memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebagni
berikut :

4.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Dacrah
Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecssa Nomor 1655

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepondudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1674) scbagnimona telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubaban Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahon

Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor S5475);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentung Pelaksanason
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
{Lembaran Negara Republix Indonesin Tahun 2007 Nomor RO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) scbagaimana telah divbah
rintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Wik Indonesin Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5373) Peraturan Pemenintah Romor A7 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan;

anhuiﬁnﬂmr?ﬁhhmmunmgm«npmkmum

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara  Nasional,
imana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

schagniman v
nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013
Nomor 257);

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan,
ruang lingkup dan tatscara pemberian hak akses sertn pemanfantan Nomor
Induk Kependududkan (NIK], data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik;

Peraturan Dacrah Kabupaten Bangli Nomor & Tahun 2008 tentang Urusan
i . Pemerintahan Kabupaten Bangh

Kewenangan
(Lembarun Dacrah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran dacrah Kabupaten Bangli Nomor 7);



Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjunjian Ketjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah
selesal atau PARA PIHAK untuk men iri 3 belum jangka waktu
Perjanjian Kerjasama berakhir et

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sectelah
ditandatangani PARA PIHAK

PARWATA. M. Si
o 199203 1012
MUDA (IV/c)




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN BANGL]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat ¢ Jadsn Merdeka No. 89, Bangh
Telp. /Fax : 0366) 21620
Websine ; it/ dukoopl barglikab.go i
Ematl © bangidukcapitayahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
- DINAS XEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
DENGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 331.1/336/Satpol PP dan Damkar /2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI SATUAN POLIS]I PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KESAKARAN KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga pulub satu bulan Juli whun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertands tangan dibawah ini -

1. DRS. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag ! Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangll
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nams Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,
berkedudukan di  Jalan Merdeka
Nomor 89 Bangll, sclanjuinya disebut
FIHAK PERTAMA,

2. DEWA AGUNG PUTRA PMi. Kepala Satuan Polist Pamong

SURYADARMA, 5.50s MM Praja  dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bangli dalam bal
bertindak untuk dan atas nama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Banghi, berkedudukan di Jalan Lettu
Sobat Nomor 11 Bangli, sclanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;




2

PERTAMA dians PINAK KEEDUA vang aelaiutiyn secnra berinsa satiie
PARA PIHIAK, teclebib dadvdn menetanghan sebingal berbo

PIMAK  PERTAMA  adaloh s pelakonia Pemenmtah  Dinas

" Kependudukan dan Peocatistan Sigil Kabupsten Ranph dalam  hidany,

Kependisdukian dan Pencatatan Sipil yang bertanpgemg  Jownh loepoda
Bupati Bangli dan yang berwenang ity bethewapibinn melayins pemanfiaton
Nomor Ineluk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan fan KTI* Elekeranik
kepada lembags penggmina, ynitu Perangknt Dacrali Kahapaten Banghi &
Banghi; dan

bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerga paddy Sekretanal Docrah Kabupaten

Bangli yang menangani urusan Kelentramin, Ketertibun  Umum  dan
Perlindungan Masyarnkat seria Penanggulnngan Berncani

Dengan memperhatikan kelentuan peraturai perundang undingan  sebaga
berikut :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan  Docrih-
Dacrah Tingkat I dalam Wilaynh Deerah Docrah Tingkot | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Repablik

Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 temang  Adminisirasi
Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor A674)
sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2013 Noimor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ftelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indenesia Nomor A736)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun



BAB VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERIJASAMA
Pasul 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Janghks Wakiu Penanpan Kerjasama
telah selesai atau PARA PIHAK scpakat untuk mengakhiri kerjosoma schelum
jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhar.

BAB Vil
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kegjasama Ini dibuat dulam rangksp 2 {dusj, musing
masing dibubuhi materai cukup dan mempunyal kekuntan hukum yang sami
setelah ditandatangani PARA PIHAK.

NIP. 10610221 198303 § 015

i Tk | (IV/b) PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

PERJARJIAN KERJA SAMA
AKRTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 470/285/DUKCAPIL/2022
NOMOR: 400/986/DINSOS P3A

TENTANG

FEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEFENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA FENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUF TUGAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN FERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BANGLI

Pada han inl Kamis tanggal Dus bulan Jund tahun Dua Riba Dua Puluh Dua, bertemput s
Bangh, yang bertanda tangan di bawah ini:

|. Bussa | Dra. Amak Agung Bintang Arl Sutari, M.Si
Alamat  :  Jalan Merdeka No. 89 Bangh
Jabatan :  Kepaks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabapaten Bangli
dalam hal ini bertindak unmuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli yang selangutnys dischut PIHAK KESATU

2. Nama - Ida Ayu Gede Yudi Sutha, SE
Alamat :  Jolan Brigien Ngurah Ral No 85, Banghi, Bali
Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas namae Dises Seatal Pemberdaysan Perempuan
dan Perindungan Anak Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAX KESATU dan PIMAK KEDUA yang selanjutnya socara bersamasama discbut
PARA PIHAK, teriebih dabule mencrangkan sehagsi berikut:

1. bahwn PIHAK KESATU adalah unsur pelioana Urasan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipll Kabupaten Banghh yang menjod
kewenangan Dacrah Kabupaten Bangls

2. bahwa PIMAK KEDUA adalah unsur pelaksans Urusan Pemerintahan bdang Sosial

Duwcray Kabuputen Bangh
: 1Ara




ketentuan peraturan perundang-undangan sabagni berikut: .

Neenor 23 Tahun 2006 ten Administrasi Kependudukan
blik Indonesia Tahun m“fuo':w 124, Tambahan um

. Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudulkan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Temtang Perubahan Atas Undang-

Undang Noenor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeaesia Noamor 6354);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses

dan N;l:::{;nmnm Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kementerian
Dalam Negeri Nomor 470/ 16963/ DUKCAPIL tanggnl 9 Desemsber 2021 hal Persetujuan
Permohonan lzn Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

PARA PIHAK sepakul membuat Perjanjlan Kerja Sama tentang Pemanfoatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronlic Dalam Lingkup
Tugss Rumah Sakit Umum Bangh dengan ketentuan sehags berikut:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dun tujunn Perjanjian Korja Sama it adalah untuk mengeflektifican fungsi dan peran
PARA PIHAK dalam rangka werifikasi dan validasi doata calon pasien dan pasien dalam
layanan PINAK KEDUA melolul pemanfoatan Nomoe Induk Kependudukan [NIK), Data
Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elekironik (KTP-el)l

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK
(1) PINAK KESATU mempunyai kewagiban untuk:

o. memberikan bak akses secars terbatas datn kependudukan berupa NIK, noama
lengkap, Jemis kelamin, tempat  lahir, tanggal/bulan/tabun  lakir,
agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjoan, dan alamat seksrang
kepadn PIHAK KEDUA melalul NIK:

b, menyedinkan jaringan komunikasi dota don PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
untuk 1 (satu) tialk jaringan berbasiskan jaringan wertutup atas binyn Dinas Soséal
Kabupaten Bunghi .

c. memberikan user W dun password kepuds PIHAK KEDUA yang pengelolaannya
menjadi tanggung jowab PIHAK KEDUA:

d. memberikan spesifikasi teknis perangknt pembaca KTP-el sesuni  ketentuasn
peraturan perundang undangan: dan

e. memberikan bimbingan teicnis dan pendampengan teknes implomentast pemanfastan
NIK, Data Kependudukan, dan KTP.cl atas biays PIHAK KEDUA

[2) PIRAK KEDUA mempunyal kewajiban untuk:

n. mencantumkan NIK yvang sudah dijamin eetunggalannys dalam dokumen yvang
diterbitkan PIHAK KEDUA;

b. membenikon data berupa nomor kepesertaan JKN Pl APBD, noesoe/keterangan
penensma bantuass das jemis bantuan yong ditenma sebagal dota balikan, guna
melengiapt databaye kependudukan mikk PIHAK KESATU,

¢ bermarggung juwab sebogu pomegang bak akses atas data kependodukan yang
diskses dar PIMAK KESATU,

d. memberikan  layanan PIHAK KEDUA  berbasiskan  KTPwel  dan  tidak
mempertimbangican lemput penerbatan KT el,

e. menyediakan tenagn teknis dan perungiont pembaca KTP-el, sesual dengan
yang diterikan PIKAK KESATU beserta Kartu secure acoess module;

: TE




Pasal 7
Penyelesainn Persclisihan

dikemudian  hari timbul permasalahan dalam perbedoan penafsiran dan

sannan Perjanjlan K Sa .
;awarah untuk mu(nl;?.. mn inl antura PARA PIHAK okan disclesaikan secara

hal musyawarah dan mufakat sehagalmana dienaksud ;
! poda ayat (1) tidak terca
maka nkan disclesaikian sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o

Pasal B
Evaluasl dan Pelaporan
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan beriala pemanfoatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semesier periama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIMAK KESATU dengan tembusan Gubermur
dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfuatan {lll(. Data Kependudulan dan KTP-cl

(3] PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-¢l sewokiu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur
: tembusan Meateri Dalam Negeri melalul Direktur Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

(n mwmmuamwmwmuwmm

P.ul:aymmmmmnuwmzmmmmmmmswm

2 dehﬂdiwlumadumpamnbnhmdmhm pengurangan materi Perjanjian Kerja
mw.dawzﬂakuhnpemhhnammtwumrmm“mdlw
mmmmgmmmmmmmmnmm

(3) Mnmmunm:mmiammmudmmwmnmmhmm
hﬂwl«wahnuﬁukﬂb\bymwkldohh?mmmmpw
blw&dnkterpluhhndarim:mmlccrjas.mw

Pasal 10

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhl

meterni cukup dan mempunym kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNCAN ANAK
KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 470/308/Dukeapil/2023
NOMOR: 460/0630/Dinsos P3A
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEXTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS

DINAS SOSIAL PEMEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGLI

Pada har ini Selasa tanggal sebelas bulan April tahun Dua ribe dus puluh tiga, bertempat di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang bertanda tangan i
bawah ini;

I. Nama  © Dra. Anak Agung Bintang Arl Sutari, M.Si
Alamat  :  Jalan Merdeka No. | Bangli
Jabatan :  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangll vang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama - I'Wayan Jimat, SKM, M. 8
Alamat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bangii. Jalan Brigien Ngurah Rai No, 85 Bangli
Jabatan :  Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sangll
dalam hal ind bertindak untuk dan atas nama Dinas Dinas Sosial Pemberdaysan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten yvang menjadi kewenangan
Dacrah Kabupaten Bangil

2. bahwoa PIHAK KEDUA wdalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial,
Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak dacrah Kabupaten Bangli

; v an N




1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Pernturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peleksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentung Administrasi Kependudukan Scbagnimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6354);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses
don Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesis Tahun 2019
Naomor 1611)

4. Sumat persctyjuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negert Nomor 400.8.1.2/2020/Dukcapil, tanggal 9 Pebruari 2023
hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanfian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup
Tugas Dinas Dinas Scedal Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bangli dengan ketentuan sebagai berilast:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama inl adalah untuk verifikasi dan validasi data
peserta JKN PBI APBD/APBN, penerima bantuan sosial lingkup tugas Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hangli PARA PTHAK dalam
rangka verifikasi dan validasl data calon pasien dan calon penerima bantuan dalam layanan
PIHAK KEDUA melakui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (N1K), Data Kependudukan,
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-¢l).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewsjiban untuk:

o. memberikan konfirmasl berupa keterangan “data tidak ditemukan®, “sesuai”, atau “tdak
sosuad atas akses data kependudukun meliputi 9 [sembilan) clemen data NIK dengan
nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir,
agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekegaan, dan alamat sckarang yang
dilakukan PINAX KEDUA dengan mekanisme web seraoe;

b. memberikan hak akses sscara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembdan)
berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir,
agama/keporcaynan, atatus porkawinan, jenis pokerjaan, dan alamat sckarang kopada
PIHAK KEDUA berdasarkan NIK melalui metode wed porfal

c. menyediakan jaringan komunikasl data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
untuk 1 (satu) titik jar berbasiskan jari tertutup atas biaya Dinas

d. memberikan informasi proses personalisasi Secure Access Module dan aktivasl perangikat
pembaca KTP-el, sesuad ketentuan perundang-undangan;
e. memberikan user i dan password kepada PIHAK KEDUA yvang pengelolaannys
memnpadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
[ memberikan spesifikas teknis perangkat pembaca KTP-el sesuad ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
; I




(2)

% memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NIK, Data Kependudukan, dan KTP.el atas biays PTHAK KEDUA

{2) PIRAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

& mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang
diterbitkan PIHAK KEDUA; y

b. memberikan data berupa nomar kepesertaan JKN  PBI  APBD/APBN,
nomor/keterangan penerima bantuan sosial dan jenis bantuan vang diterima
sebagri data balikan,;

¢, bertanggung jawab uebogn pemegang hak akees atas data kependudukan vang
diakses dari PIHAK KESATU;

d. memberikan layanan PIHAK KEDUA berupa verifiknsi calon peserta JKN PR
APBD/APBD dan data terpadu kesejahtersan sosial (DTKS) berbasiskan KTP-el dan
tidak mempertimbangkan tempat penerbitan K1P-el;

e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP «l, sesuai dengan spesifikast
yang dibertkan PTHAK KESATU beserta kartu secure access module;

£ menyediakan dukungan anggaran untuk pelakssansan bimbingan teknis dan
pendampingan teknis implementas] pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-
el;

& membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melaful
media cetak dan/atau elektronik;

h, bertanggung juwab sepenubnya, dalam hal terjadi leebocoran data kependudukan yung
diakses dan PTHAR KESATU;

b menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringsn dan program
PIHAK KEDUA dengan menerapkan standar nssional ndonesia fnternations)
for Standardization/ intermatione!  electratechmicnl comomission 27001, atas aloses data
kependudukan dari PIHAK KESATU,

j. menjamin kerahasioan, keutuhan, dan kebenaran date, serta tidak melakukan

penyimpanan dats kependudukan yang telah diakses dar PIHAK KESATU dan tidak
memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka woktu Perjanjian Kerja Sama ini
telah berakhir,

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

PIHAK KESATU mempunyal hak untuk:

a. mengawasi pelaksanasn kewngiban PINAK KEDUA;

b mendapatkan data ballkan berupa nomor kepesertasn JKN P8I APBD/APEN,
nomor / Keterangan penerima bantuan sosial dan jenis bantuan yang diterima dard
PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

& mendapatkan jaminsn kesmanan dan perlindungan dart PIHAX KEDUA terhadap
sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA dengan menerapkan standar
nasional Indonesia ntermational organization for standardization/ international
electrotechnical commission 27001 atas akses data kependudukan dar PIHAK
KESATU;

d mendapatikan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kershasiasn, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain
walnupun jangka waktu Perjanjinn Kerja Sama ini telah berakhir,

PIHAK KEDUA mempunyal hak untuk:

a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemnukan”™, *sesuad®, atau “tidak
sesuns” dari PIMAK KESATU, atas akses data kependudukan meliputi @ (sembilan|
cemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tanggal/bulan /tahun lahir, agama/kepercayaan, status porkawinan, jenis pekerjaan,
dan alamat sekamang yang dilakukon dengon mekanisme web serwvics;



b. mendapatkan hak akses secars terbatas data kependudukan meliput: 9 [sembiian)
berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal /bulas /tahun lahir,
Rgama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjsan, dan alamat sekarang
(Contoh| dari PIHAK KESATU berdasarkan NIK melalui metode wed portal, dan

¢. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfastan NIX, Data
Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP.¢l, atas biava

PIHAK KEDUA
Pusal 4
Jangka Walktu
Peranjien Kega Sama ini mulal berlaku sejuk ditandatanganinys Pecanjian Kerja Sama in
o&h’AMMmmdcnmmmlllAwﬂQO%dnrdnpudlpcmnjmau;
persetujuan PARA PINAX

Pazal 5§
Berakhirnys Perjanjian Kerja Sama
Perjanjan Kera Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Rrjamhnﬁcanammhhbenkhirdm/mu alas kescpakatan PARA PIHAK
untuk mengakhin kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjan Kerja Sama ini berakhir; dan
b bahan nomenklatur /kelem PIHAR
:anyupm:cd. e ! bagaan KEDUA, schingga periu pembaharuan

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Foroe Majeure)

(1) Apabia terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atsu keadasn memakss, dapat
dilakukan perubahan Perjanjian Ketja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

{2) Keadaan memaksa sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sdalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama inl dan apabila teradi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesalan Perselisihan

(1] Apabila dikemudian hari ttmbul permasalahan dalam perbedann penafsiman dan
pelaksanaan Pecjanjian Kerja Sama ini antarn PARA PIHAK pkan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak tercapad,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluas! dan Pelaporan

{I)] PIHAK KEDUA bericewnjiban membuat laporan berkals pemanfsatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertuma dan bulan
Desember untuk semester kadua kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasl pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA scboagaimana dimaksud pada avat (1)

(3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfantan NIK, Data Kependudukan dan
KTP.el sewaktu-waktu.

4] Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1)

12)

(3

4

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK vang dituangkan
dalam Adendum yang menipakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama inl.
Ketentuan yang bersifut teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis vang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pecjanjion Kerjo Sama ini.

Dalam hal Pegjanjian Kerja Samn ini berakhir, Card Reader milik PIMAK KEDUA akan
dinonaktifican sesuai ketentuan peraturan perundang-undsngan.,

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meteral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI - 80613
Website : http://disdukcapil.banglikab.go.id
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

FERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEFENDUDURAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN

mmmmmmmm
KABUPATEN BANGLI

NOMOR:470/288 /DUKCAPIL/ 2023

NOMOR:048/ 158/ DISKOMINFOSAN/ 2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEFENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
MMTWWWMMYMWM
SERVICE

Pada han ini Jumat tanggal Tigs bulan Maret tahun Dun Ribu Dus Pulub Tigs, bertempat
di Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama mmmn-wmw.x_u
Alamat : Jalan Merdeka No. 89 Bangli
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipal Kabupaten Bangh
delam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipdl
Kabupaten Banghi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nams : [ Wayan Dirga Yasa, AP., M.8i
Alamat : Jalan Brigien Ngurah Rai No 30, Bargli, Bak
Jabatan : Kepals Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Rangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasl Informatika dan
Persandian Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAR KESATU dan PIHAK KEDUA yung selanjutnya secara bersamoa-sama  disebut
PARA PIHARK, teriebih dahuly menerangkan sebagai bertkut:

. bahwa PIHAK KESATU adalsh unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrusi  kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangli yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Bangli.

2. bahwa PIHAK KEDUA sdalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pelayznan
komunilasi, informatika dan persandian Duerah Kabupaten Bangli.




dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berilcut:

1 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tabun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagrimana Telah Diubah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses
dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1611);

4. Surat persetujuan Ditektur Jendernl Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri  Nomor 400.8,1.2/ 1468/Dukcapil tanggal 2 Pebruari 2023 hal
Persetujuan Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Pmmmtmmktjmﬁmm&m-mPQmmhmﬁomlnduk
Kependludukan, Data Kependudukan Dan Karty Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup
Layanan Bangli Snsrt Service dengan ketentuan sebagal berikut
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Msud@nﬁmmhﬁ&nammmkmmmwanw
rmmmmwmmaumummm
PIHAR KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data
chududuhn,dlnMUhnanu:dudukW1meo.

Pasal 2
Kewnjiban PARA PITHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

A, memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupe No. KK, NIK,
Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status
N&fhwmln' + Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui

IK;

b, mmmﬁmmmaummmmmm
untuk 1 (satu) dx&mmhuhmnhnmmmpmw'amw
Smart Service .

. memberikan middanpauwwquada“lﬂ“ylmmmm‘

menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA:

memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesusi ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e mmmmmmmmmmmwmmm
NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

{2) PIHAK KEDUA mempunyai kewafiban untuk:

A. mencantumkan NIK yang sudah difamsin ketunggelannya dalam dokumen yang
diterbitkan PINAK KEDUA:

b. mnm&nbuupnmmdmhhhn.mmmmmbwmm
nomor permintan pengajuan KTP, nomor permintaan pengajuan akie kelshiran,
nomor permintaan pengajuan akie kematian, pomor permintaan perubahan KK,
wwmmnnmmm&WMWudMnmmkm

c, m%' jawab sebagal pemegang hak akses atus data kependudukan yang
dinkses PIHAK KESATU,;

2 % f




d. membertkan layanun PIHAK KEDUA berbesiskan KTPel dan tidak
mempertin bangkan tempat penerbitan KT8-¢l,
e mm}mhnmwhﬂodanpumpembaum1Luwnidm¢mW
yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure access module;
[ menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanasn bimbingan teknis dan
mpmd-m‘ n teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan
el

membantu sosiakisasi pemanfastan NIK, Data Kependudulan, dan KTP-el melalui
media cetak dan/lt_au elektronik; dan

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

& mengawasi pelaksansan kewajiban PIHAK KEDUA:

b mendapatkan data balikan berupa nomor pengaduan keluhan, nomor permintaan
booking RS, mmmmmm.mmhmmnm
kelahiran, nomor permintasn pengajuan akte kematian, nomar permintann
perubahan m.mmmwmﬁmmmmm
wmmmmhhdummmmmmmm
Sama inl, guna melengkapi databese kependudukan; dan

¢ mendapatkan jaminan dari PIMAK KEDUA terhadap kerahasiasan, keutuhan, dan
hbemnndahmhhhdhkmohh!ﬂdllﬂﬂmﬂtﬂakdﬂlkuhnm
myﬁnmmnd-nﬁdnkdib«ihnmdnhhpndwuhnkepﬁnpimm
walaupun jangks waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah beenkhis,

(2] PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

a. mendapatkan hak akses secarn terbaras data kependudukan berupa No. KK, NIK,
Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status
Perlawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui
NIK: dan

b, mendapatkun bimbingan teknls dan pendempingan teknis pemanfaatan NIK, Dats
Kependudukan, dan KTP-el serta penggiunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biays
PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Jangks Waktu
Pesjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini
oleh PARA PIHAKR sampai dengan tangga! 03-03-2024 dan daput diperparjang atas
persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjunfian Kerja Sama

Perjanjian Kega Sama inl berakhir apabila:

j jangi i PARA PIHAXK
a w:ww:muhhmmuuwukm;? e
b.adannpuuhp)nntuhadapkthnhpnnﬂlﬂlﬂ!&.nhhmmlupemhalnmn

Perjanjian Kerja Sama inid,

Pasal 6
Keadaxn Memaksa (Force Mafeurs)

1) mmmm-m&mmmmxmumdmmmmm
dilakukan perubshan pelaksansan Perjanjian Kerjn Sama atas persetujusn PARA




(2] Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanyn lkebgakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannys pelaksansan Perjanjian
Kerja Sama ind dan apabila tecjadi hal-hal di Juar kekuassan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesalan Persclisihan

(1} Apablla dikemudian hari timbul permasalahan daiam perbedaan penafsiran dan
pelaksansan Pegjanjlan Kesju Sama ind antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarnh untuk mufakat.

{2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapei,
maka akan disclesaikan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 8
Evaluas! dan Pelaporan

(1} PIBAR KEDUA berkewsjiban membuat laporan berkals pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedus kepade PIHAK KESATU dengan tembusan Gubernur
dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatazan Sipil

{2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
socara berkala atas laporan PIHAK KEDUA schagaimane dimaksud pada syat (1),

(3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-¢l sewnktu-waktu.

(4] Hasil evaluasl sebagsimana dimaksud pada ayat (2) dilaporian kepada Gubernur
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pusal 9
Lain-Lain

(n
(2}

3)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban scbagnimans dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhirl Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atsu pengurangan materi Perjanilan Kerda
Sama Ini, dapat dilakukan perubaban atas persetujuan PARA PIMAK yang dituangkan
anMMmmmWWMWMWMnWMM
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksansan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan darl Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penutup

Demikian Pecjanjian Kerja Sama ini dibunt dalam rangkap 2 {dua), masing-masing dibubuhi
meteral cukup dan mempunyai kekustan hukum yang sama setelah  ditandatangani PARA
PIHARK.
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